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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemaafan hakim (Judicial Pardon)
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta perbandingannya
dengan hukum pidana Islam. Pemaafan hakim yang tercantum dalam Pasal 54 (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional memberikan kewenangan lebih
kepada hakim untuk memberikan pemaafan dalam proses pemidanaan, khususnya terhadap
tindak pidana ringan, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Namun,
konsep ini berlaku untuk semua jenis tindak pidana, seperti tindak pidana yang terkait dengan
hudid dan qisas-diyat, berlaku dalam jarimah ta'zir dan tidak untuk pelanggaran yang telah
ditentukan secara tegas oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengumpulkan data
melalui bibliography research atau telaah kepustakaan. Sumber data yang digunakan ada
dua, yakni sumber data primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sumber
data sekunder meliputi: buku, artikel, dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan pembahasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai judicial pardon atau
pemaafan hakim sebagaimana termuat dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perdebatan
konseptual dalam konteks sistem pemidanaan nasional. Dalam hukum Islam, pemaafan oleh
hakim berlaku pada semua jenis tindak pidana (jarimah), Jarimah hudud tidak dapat
dikenakan pemaafan oleh hakim karena jenis dan kadar hukumannya telah ditetapkan secara
pasti (qath’i) dalam Al-Qur’an dan Sunnah, sehingga tidak dapat dikurangi atau dihapuskan.
Demikian pula dalam jarimah gishash-diyat, meskipun terdapat ruang pemaafan, namun hak
untuk memaafkan sepenuhnya berada di tangan korban atau ahli warisnya, bukan pada
hakim. Satu-satunya ruang yang secara prinsipil membolehkan pemaafan oleh hakim adalah
pada jarimah ta zir yaitu pelanggaran atau kejahatan yang tidak memiliki sanksi tetap dari
nash dan penentuannya diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim. Dalam perkara
ta’zir, hakim diberi keleluasaan untuk menjatuhkan atau bahkan tidak menjatuhkan sanksi,
selama pertimbangannya didasarkan pada kemaslahatan umum, keadilan substantif, dan
tidak menghilangkan hak korban. Hal ini didukung oleh nilai-nilai dalam Al-Qur’an, seperti
pada Q.S. Al-Bagarah [2]: 178, Asy-Syura [42]: 40, dan Ali Imran [3]: 134, yang
menekankan pentingnya pemaafan, pengendalian diri, dan pendekatan kemanusiaan.

Kata Kunci : Pemaafan Hakim, KUHP, Hukum Pidana Islam
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